
WALIKOTA TASIKMALAYA 
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA 

NOMOR :  19 TAHUN  2010 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN PELAKSANAAN 
PROGRAM PEMBERDAYAAN KEMANDIRIAN KELURAHAN (P2KK) 

DI KOTA TASIKMALYA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA TASIKMALAYA, 
 

Menimbang : a.  bahwa sebagai upaya peningkatan peran serta dan swadaya 
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan 
dilakukan melalui Program Pemberdayaan Kemandirian Kelurahan 
(P2KK); 

  b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Program 
Pemberdayaan Kemandirian Kelurahan (P2KK) di Kota 
Tasikmalaya yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan 
Walikota; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota 
 Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
 4117);  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang   
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 



6. Peraturan Pemerintah  Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4750); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;  

11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70); 

12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang 
Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota 
Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 80); 

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota 
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 
Nomor 83); 

14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor  92); 

15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan (Lembaran Daerah 
Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 105); 

 
MEMUTUSKAN  : 

  
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 

PROGRAM PEMBERDAYAAN KEMANDIRIAN KELURAHAN 
(P2KK) DI KOTA TASIKMALAYA. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini,  yang dimaksudkan dengan : 
1 Daerah adalah Kota Tasikmalaya. 
2 Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah 

sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.  
3 Walikota  adalah Walikota Tasikmalaya. 



4 Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD 
adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Kota Tasikmalaya. 

5 Program Pemberdayaan Kemandirian Kelurahan yang 
selanjutnya disingkat P2KK adalah Program Pemberdayaan 
Kemandirian Kelurahan di Kota Tasikmalaya. 

6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Tasikmalaya. 

 
BAB II 

RUANG LINGKUP 
Pasal 2 

(1) Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Kemandirian 
Kelurahan (P2KK), meliputi : 
a.  pokok-pokok kegiatan dan sasaran; 
b. tim pengelola kegiatan tingkat Kota; 
c.  tim pelaksana kegiatan tingkat Kelurahan; 
d. mekanisme pelaksanan kegiatan;  
e.  penggunaan dana;  
f. pertanggungjawaban; 
g. pelaporan; 
h. berita acara penyerahan pelaksanaan pekerjaan; dan 
i. format isian dalam pelaksanaan kegiatan. 

(2) Uraian Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan 
Kemandirian Kelurahan (P2KK) sebagaimana dimaksud  pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota  ini.  

 
BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Tasikmalaya. 

 
         Ditetapkan di Tasikmalaya 
         pada tanggal 6 April 2010 

WALIKOTA TASIKMALAYA, 
 

Ttd. 
 

          H. SYARIF HIDAYAT 
Diundangkan di Tasikmalaya 
pada tanggal 7 April 2010 
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, 

 
Ttd. 

 
                 H. TIO INDRA SETIADI 
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2010  NOMOR 380  


